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PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 /PER-SEKJEN/2012
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

DALAM JABATAN STRUKTURAL

PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk efekiifitas pelaksanaan tugas jabatan fungsional selama menduduki

jabatan struktural dan dengan memperhatkan perencanzan, pengembangan,
dan pembinaan karir serta untuk peningkatan mutu kepemimpinan, maka perlu
mengatur pengangkatan pegawai yang menduduki iabatan fungsional dalam

jabatan struktural pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

bahwa pengaturan pengangkatan pegawai yang menduduki jabatan fungsional
dalam jabatan struktural pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Inacnesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokci-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undarg-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3890);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemor 29 Tahun 1997 tentang
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomar 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3697} sebagaimana telan diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12i, Tambahan rLembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4560);

- Peraturan Pemerintah Republik Indcnesia Nomer 92 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Normor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2002;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republk Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI YANG
MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA

SEKRETARIAT ~JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting.

2. Jabatan fungsional fertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, jabatan fungsional tertentu

dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yang terdiri dari :

a. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan penelitian dan/atau pengembangan pada satuan organisasi
penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.



. Perancang peraturan perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh
kegiatan teknis fungsional perancangan peraturan perundang-undangan di
lingkungan unit perundang-undangan instansi pemerintah.

. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan kepustakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi

dan informasi (perpusdokinfo) di instansi pemerintah dan atau unit tertentu
lainnya.

. Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan kearsipan.

. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis komputer, antara
lain analis sistem, programmer, operator data entry/komputer, teknisi

komputer, administrator jaringan, administrator database, dan perancang
web.

. Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan penerjemahan, baik secara tertulis maupun secara
lisan.

. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana
pelayanan kesehatan.

. Dokter gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat
pada sarana pelayanan kesehatan.

Perawat adalah -Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana
kesehatan.

Pranata Laboratorium Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.

. Asisten Apoteker adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah Asisten Apoteker
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada
unit pelayanan kesehatan.

Fisioterapis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan fisioterapis pada unit pelayanan kesehatan.



m. Perekam Medis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh aleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan.

3. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
suatu satuan organisasi negara.

Pasal 2

(1) Pejabat fungsional tertentu dapat diangkat dalam jabatan struktural,

(2) Pejabat fungsional tertentu yang diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

a.
b.

o

=

berstatus Pegawai Negeri Sipil;

serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
pangkat yang ditentukan peraturan perundang-undangan:

menmiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan:

semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
sehat jasmani dan rohani; dan
menandatangani surat pernyataan.

Pasal 3

Masa jabatan pejabat fungsional tertentu yang menduduki jabatan struktural paling
lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan.

Pasal 4

Pejabat fungsional tertentu yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki

pangkat lebih tinggi di atas jenjang pangkat tertinggi dalam eselon sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pejabat fungsional tertentu yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari
jabatan struktural karena :

S e N
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Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;

Mencapai batas usia pensiun;

Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;

Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara
karena persalinan;

Adanya perampingan organisasi pemerintah:;

Tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan rohani:

Menduduki pangkat lebih tinggi di atas jenjang pangkat tertinggi dalam
jabatan eselon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



9. Berakhir masa jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. .

(2) Pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

(3) Pejabat yang diberhentikan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kembali menduduki jabatan fungsional tertentu sesuai dengan bidang
tugas dan keahlian.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

v'«m«aa AC

Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si
NIP. 19550413 198103 2 001 /




